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Abstrak
 

Otonomi Masyarakat desa sebagai jalan tengah bagi kebuntuan perdebatan antara otonomi asli dimaknai

sebagai otonomi adat dan otonomi yang diberikan. Otonomi masyarakat desa berarti masyarakat yang

memiliki kewenangan untuk mengatur desa bukan pemerintahan desa.

 

Setelah lebih dari 3 tahun pelaksanaan UU No 22 tahun 1999, otonomi masyarakat desa belum terwujud.

Hal ini berkaitan erat dengan dua faktor utama yaitu 1) faktor internal meliputi kandungan kapital manusia,

fisik, ekonomi dan sosial yang tersedia dalam sistem serta 2) faktor eksternal yaitu pengaturan birokrat

diaras desa.

 

Sebagai panduan penentuan arah studi peneliti merumuskan 3 hipotesis kerja pertama, intervensi birokrat

diaras desa sangat tinggi. Kedua, kapital yang dimiliki Pemerintahan Desa lebih tinggi dibandingkan kapital

Civil Society dan Pelaku Ekonomi dan Ketiga distribusi Kapital ke dalam governance desa bersifat elitis.

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil desa Hegarmanah dan Cikeruh,

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagai lokasi dimana kasus dipelajari. Tujuan penelitian yaitu

mengidentifikasi jenis, bentuk dan pola pengaturan desa oleh birokrasi diaras desa dan mempelajari jenis,

bentuk dan ketersediaan kapital governance desa (village governance). Hasil penelitian digunakan untuk

merumuskan strategi pemberdayaan elemen governance desa guna mewujudkan otonomi masyarakat desa.

Strategi yang dimaksud adalah alternatif cara agar ketiga governance desa mampu melakukan swa

organisasi dan pengaturan desa.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi masyarakat desa belum terwujud disebabkan perubahan-

perubahan yang terjadi diaras desa setelah kebijakan otonomi daerah dilaksanakan belum memberikan

peluang bagi governance desa untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh 1) masih kuatnya

pengaturan desa oleh birokrat diaras desa baik berupa Peraturan Daerah yang tidak partisipatif maupun

melalui Surat Keputusan Bupati yang sangat rinci sehingga penyeragaman desa tidak lagi secara nasional

melainkan di lingkup kabupaten 2) Civil society yang ada ditingkat kabupaten mayoritas Tipe I Horizontal

dimana kegiatannya terutama dibidang pendidikan sehingga kontrol terhadap pemerintahan daerah (Bupati

dan DPRD) tidak ada. Civil society tipe II vertikal kondisinya masih tahap konsolidasi karena baru dibangun

tahun 2002.

 

Kuatnya pengaturan birokrat Kabupaten ini sesungguhnya dimulai dari pedoman pengaturan desa yang

diterbitkan pemerintah, baik dalam bentuk Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan

Presiden. Perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa ada juga yang mendorong terwujudnya otonomi
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masyarakat desa yaitu 1) ditetapkannya peraturan daerah tentang perimbangan keuangan kabupaten dan

desa, 2) pelimpahan kewenangan sebagian dari kewenangan Bupati pada Camat sehingga Camat bukan

atasan Kepala desa, 3) terbukanya peluang desa untuk membangun kemandirian keuangannya melalui

kelembagaan baru yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Perubahan di desa juga terjadi misalnya 1)

kelembagaan masyarakat di desa semakin berkurang , 2) munculnya kelembagaan baru seperti BPD dan

LPM 3) pergeseran hubungan desa dengan birokrat diaras desa 4) meningkatnya pengaturan desa oleh

pemerintahan desa.

 

Kandungan kapital governance desa sangat beragam baik jenis maupun jumlahnya. Kandungan kapital ini

sangat menentukan pola interaksi diantaranya. Kandungan kapital manusia pemerintah desa lebih rendah

dibanding kapital manusia BPD. Namun kandungan kapital lainnya seperti fisik, ekonomi dan sosial lebih

kuat pemerintah desa. Hanya saja posisi BPD secara normatif menempatkan BPD sebagai pengawas

pemerintah desa sehingga hubungan diantara keduanya bukan sejajar. BPD sedikit lebih tinggi diatas

Pemerintah desa.

 

Kandungan kapital pelaku ekonomi organisasi standar lebih rendah dibandingkan kapital pelaku ekonomi

organisasi sukarela. Sikap kemandirian pelaku ekonomi sukarela lebih tinggi disbanding pelaku ekonomi

standar. Hai ini disebabkan dalam pelaku ekonomi sukarela telah terbangun sistim akumulasi kapital internal

dan sistem distribusi kapital eksternal yang merata bagi komponen pendukungnya khususnya untuk

Koperasi Persatuan Wanita Jatinangor (KPWJ). Sementara itu, pelaku ekonomi organisasi standar sangat

tergantung pada pemerintah dan mekanisme swa organisasinya belum berjalan.

 

Kapital Civil society organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah. Organisasi ini memperoleh

kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) sementara kapital organisasi sukarela

bersifat lebih mandiri dibandingkan organisasi standar. Meskipun kurang mendapat perhatian pemerintah,

civil society jenis ini tetap melaksanakan kegiatannya namun tersendat-sendat akibat belum optimalnya

akumulasi kapital internalnya terutama kapital ekonomi.

 

Pemerintah desa sebagai saluran bertemunya kepentingan negara (kabupaten) dengan masyarakat sehingga

pemerintah desa merupakan saluran bagi perolehan kapital diluar sistem elemen governance desa. Namun

distribusi kapital melalui saluran ini khususnya kapital ekonomi seperti dana perimbangan kabupaten dan

desa dan proyek masuk desa masih sangat elitis. Kapital eksternal terutama digunakan oleh pemerintah desa,

BPD dan organisasi standar yang dekat dengan pemerintahan desa seperti Kelompok Tani (KIN),

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna (KT). Otonomi masyarakat desa yang

digagas dalam thesis ini mencakup otonomi masyarakat desa dalam hal memilih pemimpinnya, kemampuan

pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsinya, otonomi masyarakat desa dibidang pembangunan dan

otonomi masyarakat desa dibidang keuangan.


